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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Manusia sebagai mahluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya selalu berhubungan dengan manusia

lainnya. salah satu kebutuhan manusia itu sangat kompleks manusia tidak dapat memenuhinya secara

sendiri-sendiri, melainkan harus tergantung dari manusia 1ainnya. Salah satu kebutuhan manusia diantara

kebutuhan yang komplek itu adalah kebutuhan akan kesehatan. Sesuai dengan perkembangan peradaban

manusia, di mana ada pembagian tugas yang jelas, orang yang mempunyai profesi dibidang kesehatan ini

salah satunya adalah dokter apabila orang merasa kesehatannya terganggu pasien akan berhubungan dengan

dokter ini. Hubungan manusia (pasien) dengan dokter tidak akan menjadi permasalan seandainya harapan

kedua belah pihak tercapai tetapi hubungan ini akan terganggu seandainya salah satu pihak merasa bahwa

pihak lainnya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana meskinya Misalnya, seorang dokter

melakukan kesalahan/kelaian sehingga mengakibatkan pasien mengalami kelumpuhan atau kematian secara

yuridis hubungan antara dokter dengan pasien ini dapat ditinjau baik dari hukum pidana maupun hukum

perdata. Apabila ditinjau dari segi hukum perdata hubungan dokter - pasien ini dapat didasarkan pada

perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak maupun pada perbuatan pelanggaran hukum yang di lakukan

oleh para pihak yang tersangkut dalam hubungan tersebut. sampai saat ini salah satu yang tetap menjadi

permasalahan adalah kriteria kapan seseorang dokter dapat dianggap lalai/melakukan hal-hal menonjol yang

membuktikann adanya suatu tindakan malpraktek adalah, tidak memenuhi standard profesi medis,

memenuhi unsur culpa lata, dan adanya akibat yang fatal dan Serius. Sedangkan yang termasuk unsur unsur

standard profesi kedokteran adalah tindakan yang memiliki dan berhati-hati, sesuai dengan standard medis,

sebagai seorang dokker yang memiliki kemampuan Average sebanding dengan dokter-dokter dari kategori

keahlian medis yang sama dalam situasi dan kondisi yang sama dan dengan sarana upaya yang memenuhi

perbandingan yang wajar dibanding dengan  tujuan konkrit tindakan medik tersebuk.  Kriteria malpraktek

yang disebutkan diatas bukan suatu pegangan mutlak tetapi hanya menjadi suatu pedoman dan pertimbangan

bagi hakim yang akan memutus perkara-perkara malpraktek. Sedangkan penyelesaian kasus malpraktek saat

ini hanya didasarkan.pada hukum kedokteran yang tersebar dalam berbagai undang-undang salah satunya,

ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, terutama Bab III Tantang Hukum perikatan apabila

hubungan dokter dengan pasien itu didasarkan perikatan. Tersebarnya hukum kedokteran ini dalam berbagai

undang undang telah menimbulkan ketidak seragamnya pandangan dalam menilai suatu kasus malpraktek,

apabila hal ini dibiarkan berlanjut suatu saat akan menimbulkan prasangka yang tidak baik terutama oleh

masyarakat sebagai pihak kepada siapa hukum itu diberlakukan. untuk mengatasi hal ini sudah saatnya

pemarintah dengan DPR. membuat suatu undang-undang yang khusus mengatur tindakan malpraktek ini,

karena hukum kedokteran sekarang ini rasanya sudah tidak sesuai lagi untuk menyelesaikan kasus

malpraktek sekarang ini apalagi masa mendatang Dengan demikian apa yang menjadi tujuan hukum itu akan

tercapai.
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